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PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2014/PA Sly.

- ]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan
karyawan xooxx, tempat kediaman di Jalan Xxooooxx,
Kelurahan  Xxooooxx, Kecamatan Xxoooxx, Kota
Jakarta Selatan, sebagai Pemohon. Dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Pemohon, umur 71 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan pensiunan
PNS, tempat kediaman di Jalan XX0000000XKXKXX,
Kelurahan Xxooox, Kecamatan Xxoxxx, Kabupaten
Kepulauan Selayar. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil
Nomor 04/SK/2014/PA Sly. Tanggal 5 Agustus 2014;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agam Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
dokter kontrak pada x000000000000X  Selayar, tempat
kediaman di Jalan  Xx00000000000000X  Kelurahan
Xoooxx, Kecamatan Xxooxxx, Kabupaten Kepulauan
Selayar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5

Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 91/Pdt.G/2014/PA

Sly.,, tanggal 11 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada
Ahad tanggal 19 Mei 2013 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Xxoxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar,
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/11/V//2013 Tanggal 19 Mei
2013;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai
pasangan suami istri kurang lebih empat bulan lamanya di rumah keluarga
di Makassar dan namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, pada bulan Agustus 2013 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:

a. Termohon telah tidak mau ikut ke tempat Pemohon mencari nafkah;
b. Termohon suka pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
c. Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami;

4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada
bulan September 2013. Pada saat itu Termohon meninggalkan rumah
kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih sebelas bulan
berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan
akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon
berkesimpulan bahwa, tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah
tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon
mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak
terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama Selayar agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama
Selayar;

3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalili permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/11/V/2013 Tanggal 19 Mei
2013, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Xxoooxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan fotokopi tersebut telah
dinazegelin di Kantor Pos serta telah di sesuaikan dengan aslinya oleh
majelis hakim, lalu diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. Saksil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah paman Pemohon, sedangkan dengan

Termohon tidak ada hubungan keluarga;
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- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada
tahun 2013 di Xxxxxx;

- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama
di Makassar hanya beberapa bulan;

- bahwa, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

- bahwa, pada awal membina rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon hidup rukun, namun pada pertengahan tahun 2013
antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin
Pemohon;

- bahwa, pada bulan Januari 2014, saksi ke rumah orang tua
Pemohon di Xxooxx, Selayar, pada saat itu saksi mendapati
Pemohon datang dari Makassar tanpa di temani Termohon, hingga
Pemohon menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak
rukun lagi;

- bahwa, menurut keterangan Pemohon kepada saksi, Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September
2013 hingga saat ini atau telah berjalan kurang lebih satu tahun dan
Termohon lah yang meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah
orang tuanya di Xxoxxx, Selayar;

- bahwa, selama Termohon kembali ke rumah orang tuanya,
Pemohon kembali ke Manado karena Pemohon untuk sementara
bertugas disana;

- bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon
tidak pernah saling mengunjungi, bahkan keduanya tidak pernah
saling komunikasi;

- bahwa, saksi sering menasehati dan menganjurkan Pemohon agar
kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi ll, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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- bahwa, saksi hanya hubungan semenda dengan Pemohon,
sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada
tanggal 19 Mei 2013 di Xxoxxx;

- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama
di apartemen Kota Makassar selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

- bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- bahwa, pada awal membina rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon hidup rukun, namun pada bulan Agustus 2013 rumah
tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;

- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi
disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon,
Termohon tidak memberi pelayanan yang baik layaknya seorang
istri, Termohon juga tidak mau ikut ke tempat Pemohon mencari
nafkah;

- bahwa, selama tinggal di Makassar, saksi beberapa kali berkunjung
ke apartemen tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saksi sering
melihat Pemohon dan Termohon acuh tak acuh, kalau Pemohon
pergi ke kantor, Termohon juga langsung pergi ke rumah tantenya
dan biasanya Pemohon sudah pulang kerja, Termohon belum
pulang;

- bahwa, saksi juga sering melihat Pemohonlah yang mengurus
semua urusan rumah tangganya, padahal Termohon sebagai istri
seharusnya membantu suaminya apalagi di saat Pemohon
berangkat dan pulang kerja. Hal inilah sering dikeluhkan oleh
Pemohon kepada saksi;

- bahwa, pada bulan September 2013 Pemohon meninggalkan
Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya Xxooxxx, Selayar,
sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

- bahwa, saksi mengetahui dan menyaksikan sejak bulan September
2013 atau sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon dan
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Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi
sebagai suami istri;

- bahwa, sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak
pernah saling mengunjungi, bahkan keduanya tidak pernah saling
komunikasi;

- bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon
belum pernah diupayakan perdamaian karena hanya dari pihak
keluarga Pemohon yang selalu berusaha untuk mendamaikan, dan
keluarga juga sering menasehati Pemohon agar kembali rukun,
namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka
sidang, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap permohonan Pemohon
tersebut sehingga dianggap mengakui setidak-tidaknya tidak membantah

permohonan Pemohon dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di
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muka sidang. Meski demikian, majelis hakim tetap memerintahkan Pemohon
untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari kebohongan
dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon
yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxoxxx, Kabupaten
Kepulauan Selayar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Pemohon mempunyai
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai
terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun keterangan saksi 1 dan saksi 2
Pemohon yang pada pokoknya hanya mengetahui bahwa Pemohon dengan
Termohon telah berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat atau
mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar. Namun demikian,
keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu
dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut
memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), saksi 1 dan saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah
pada tanggal 19 Mei 2013, dan belum dikaruniai anak;

2. bahwa, sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai
suami istri di apartemen Kota Makassar, selama kurang lebih 4 (empat)
bulan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 91/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun pada bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran;

4. bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon diawali karena Termohon suka keluar rumah tanpa seizin
Pemohon, Termohon tidak memberikan pelayanan kepada Pemohon
layaknya seorang istri dan Termohon juga tidak mau ikut ke tempat
Pemohon mencari nafkah;

5. bahwa, akibat dari sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
September 2013, Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah
orangtuanya di Xxooxx, Selayar, hingga saat ini Pemohon dan Termohon
tidak tinggal bersama lagi;

6. bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak
terjalin lagi komunikasi dengan baik, tidak saling mempedulikan lagi
sebagai suami istri;

7. bahwa, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan
Termohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga, hanya berupa
nasehat saja, karena hanya dari pihak keluarga Pemohon saja yg selalu
mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan
harmonis, namun pada bulan Agustus 2013 tidak rukun lagi disebabkan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk
pertengkaran mulut karena Termohon suka keluar rumah tanpa seizin
Pemohon, Termohon tidak memberikan pelayanan kepada Pemohon
layaknya seorang istri dan Termohon juga tidak mau ikut ke tempat
Pemohon mencari nafkah;

2. bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
berakibat keduanya berpisah tempat tinggal pada bulan September 2013;
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3. bahwa, Termohon sendiri yang meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah
orang tuanya di Xxoxxx, Selayar, sampai sekarang tidak pernah kembali;

4. bahwa, sejak pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun komunikasi
antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi dengan baik, hal ini
menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan
kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

5. bahwa, perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut
merupakan puncak dari pertengkaran yang terjadi antara keduanya
sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak memiliki harapan untuk disatukan kembali dalam rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, wa rahmabh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas majelis
memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon
telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan
lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang
sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga
(marriage breakdown). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pada bulan
September 2013 atau sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon sendiri yang meninggalkan
Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya di Xxooxx, Selayar, hingga saat ini
tidak pernah kembali, tidak mungkin Pemohon dan Termohon hidup berpisah
jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan
rumah tangga (marriage breakdown);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai,
saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai
suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara
keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini
diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap
dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah
tangganya yang direspon oleh Termohon dengan tidak datang menghadap di

muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh
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majelis hakim bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan
Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon
tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan
akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, majelis hakim
menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut
diatas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan September 2013 sampai sekarang, perpisahan ini menunjukkan puncak
dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan keluarga juga
sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina
rumah tangga, namun tidak berhasil, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara psikologis Pemohon merasa trauma dan
tertekan bathin yang mendalam, Pemohon merasa perkawinannya dengan
Termohon telah gagal dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon suka
keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak memberikan pelayanan
kepada Pemohon layaknya seorang istri dan Termohon juga tidak mau ikut ke
tempat Pemohon mencari nafkah, yang pada akhirnya keduanya berpisah
tempat tinggal sejak bulan September 2013, oleh karena itu bagi Pemohon
mempertahankan perkawinannya dengan Termohon hanyalah menambah
penderitaan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Pemohon di
persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon, karena
Pemohon telah kecewa atas sikap Termohon sewaktu masih tinggal bersama,
hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan
perkawinan dengan Termohon, ikatan lahir bathin antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling
mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas

keadaan ini, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan
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Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga
perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, dan
perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang
sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada
maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum
Islam yang terkandung dalam:
1. Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21:

483 55 8358 i Jany ) T80 S0 550 &l Bya &1 GIS 3 4l Ba

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

2. Kaidah Fikih:
cladl cla e adte auldalle j

Artinya : menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon
dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk
dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Selayar,

diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
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Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Selayar;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan
salinan penetapan lrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Xxoooxxx, Kota Jakarta Selatan, dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxoxxXx,
Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Drs. Khairuddin, M.H. sebagai
Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Musrifah, S.H.l., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
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tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H.
Mustari M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Muhammad lhsan, S.Ag. M.Ag. Drs. Khairuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Musrifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mustari M.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran - Rp 30.000,00
2. ATK perkara :Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp300.000,00
4. Redaksi :Rp 5.000,00
5. Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah : Rp391.000,00
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